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Saat krisis keuangan tahun 90-an terjadi, banyak Negara mengusahakan adanya lembaga khusus
yang dimaksudkan untuk mengawasi sektor keuangan (bank dan non-bank). Hal itu timbul sebab dianggap
terjadinya krisis keuangan saat itu disebabkan karena gagalnya  peran  otoritas  moneter  dan  perbankan,
yaitu  bank  sentral  dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap perbankan, serta gagalnya peran
lembaga pemerintah yang dikhususkan untuk mengawasi lembaga non perbankan (asuransi dan pasar
modal). Sejak itu hingga kini, diperkirakan ada sejumlah 140-an lembaga pengawas yang didirikan dengan
berbagai polanya di sekitar 103 negara di dunia.
Tapi hasilnya, ternyata tidak seperti yang diharapkan, sebab sekitar 10-20 tahun kemudian,
utamanya dipenghujung tahun 2008, hampir seluruh Negara didunia, sektor keuangannya kembali
mengalami krisis berat. Sehingga kemudian, beberapa Negara besar yang sebelumnya begitu percaya pada
lembaga-lembaga pengawas tersebut, dalam waktu terakhir ini meragukan efektifitas dan efisiensi lembaga-
lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya menjaga tingkat stabilitas sektor keuangan di masing-masing
Negara, maupun menjaga stabilitas sektor keungan dengan Negara lain. Seperti yang terjadi di beberapa
negara maju, misalnya Inggris, Jerman, New Zealand, Australia, bahkan Amerika Serikat termasuk di Asia,
khususnya Korea Selatan.
Hal ini menjadi menarik, karena disaat yang sama justru di Indonesia sedang diperjuangkan lahirnya
lembaga pengawas sektor keuangan tersebut oleh pihak pemerintah dan DPR. Hal itu karena alasan formal
untuk mewujudkan amanat UU Kebanksentralan Indonesia (UU BI Tahun 1999 dan UU BI Tahun 2004),
sehingga sudah perlu ada lembaga pengawas sektor keuangan tersebut. Direncanakan sejak tahun 2002, dan
sudah harus ada pada akhir Desember tahun 2010 ini. Keinginan ini semakin menguat karena adanya krisis di
beberapa lembaga keuangan dalam waktu terakhir ini yang dianggap timbul akibat adanya praktek kesalahan
atau penyalahgunaan kewenangan dari lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi sektor keuangan
yang ada, baik itu lembaga pengawas sektor keuangan pemerintah maupun BI.
Dalam logika sederhana, kedua alasan dasar tersebut dapat dikatakan tepat, tapi dalam praktiknya,
masalah tersebut mungkin tidak sesederhana itu, sebab kondisi yang ada dan akan dihadapi jelas
persoalannya cukup kompleks jika dipaksakan, sehingga diperlukan pemikiran dan tindakan yang lebih
rasional untuk memutuskan tentang perlu tidaknya atau apa sudah saatnya lembaga pengawas sektor
keuangan tersebut ada. Untuk memahami masalah ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara
seksama dan bijaksana oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pendirian lembaga pengawas
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3sektor keuangan tersebut, sehingga nantinya dapat dijadikan referensi rasional sebelum menetapkan
keputusan mengenai pendirian lembaga pengawas sektor keuangan tersebut di Indonesia.
Pertama, perlu diketahui alasan mengapa akhirnya beberapa Negara maju memutuskan untuk
membenahi ulang lembaga-lembaga pengawas sektor keuangan mereka yang sebelumnya sangat diharapkan.
Misalnya di Inggris, bank sentralnya (BoE) dianggap tidak optimal menjalankan tugasnya dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan, dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengawasi perbankan, sehingga otoritas
moneter tidak mampu mengantisipasi potensi kegagalan perbankan, yang akhimya memaksa pemerintah
Inggris dan BoE menasionalisasi Northern Rock Bank dan mem-bailout Llyoids Tsb Bank serta Royal Bank of
Scotland. Oleh karena itu BoE akan diberi tanggungjawab dalam pengaturan macroprudential dan micro
prudential terhadap seluruh perbankan, BPR dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan lembaga pengawas
keuangannya yang sudah ada yang disebut Financial Services Authority/FSA akan diberi fungsi hanya menjadi
badan perlindungan konsumen dari nasabah lembaga-lembaga keuangan (Consumer Protection Agency).
Demikian juga di Jerman, akibat krisis tahun 2008, pemerintah Jerman berkomitmen untuk
mengembalikan tugas pengasawan banknya ke bank sentralnya "Bundeshbank". Sebelumnya, sejak tahun
2002 Jerman memiliki lembaga pengawas jasa keuangan (Consolidated Supervision) yang dikenal dengan
BaFin, yang bertugas mengawasi perbankan, lembaga sekuritas dan asuransi. Termasuk di Amerika Serikat,
Federal Reserve (The Fed) telah mempertegas sikapnya bahwa akan mengembalikan dan mempertahankan
fungsi pengawasan perbankannya pada bank sentralnya. Sebab diangap bahwa stabilitas keuangan sangat
ditentukan pada adanya stabilitas pada sektor perbankan. Di Korea, akibat krisis keuangan tahun 1997/1998
lembaga yang mengawasi perbankan dilepaskan dari bank sentral Korsel (BoK), ke lembaga pengawas khusus
yakni Financial Supervisory Service (FSS). Tapi dalam praktiknya rupanya sulit terbangun komunikasi atau
tukar menukar informasi yang baik antara BoK dan FSS, sehingga koordinasi antar kebijakan moneter dan
perbankan mengalami kesulitan, akibatnya sistem keuangan Korsel mengalami ketidakstabilan yang berat saat
krisis keuangan 2008. Oleh karena itu, pemerintah dan BoK kemudian mengusulkan perlunya meninjau
ulang tentang keberadaan FSS.
Yang menarik dalam kasus Perancis, Negara ini baru mendirikan lembaga otoritas pengawasan
sektor keuangannya justru setelah adanya krisis 2008, tepatnya tanggal 21 Januari 2010, yang disebut
Prudential Supervisory Autliority/PSA, dengan tugas mengawasi perbankan dan asuransi. Namun demikian,
hubungan organisasi, infrastruktur dan SDM antara PSA dan bank sentralnya (BdF) sangat erat yang
ditetapkan dengan peraturan formal. Sehingga, prinsipnya, pengawasan perbankan pada dasarnya masih ada
ditangan BdF.
Kedua, oleh karena itu bermanfaat mempelajari secara seksama dan bijaksana kasus-kasus mengenai
pengalaman beberapa negara besar seperti tersebut diatas yang umumnya ternyata akhimya mengalami
masaalah serius dengan adanya lembaga pengawas sektor keuangan tersebut, sebagai akibat melepas peran
regulasi dan pengawasan bank sentral terhadap sektor perbankan. Faktanya diakui ada keterkaitan yang
sangat erat antara fungsi bank sentral dan pengawasan perbankan, sehingga fungsi bank sentral sebagai
Lender of Last resort (LoLR) baru dapat dilaksanakan secara optimal jika otoritas moneter memiliki
kewenangan mengakses informasi terkini secara lengkap dan akurat, terkait  dengan  kondisi  individual
bank  maupun  industri  perbankan  secara keseluruhan. Oleh karena itu dianggap bank sentral perlu
memiliki kewenangan sebagai pengawas macroprudential  (systemic  supervision) sekaligus  sebagai
pengawas micro-prudential (supervising individual Banks) terhadap perbankan.
4Sepertinya,  kecendrungan  anggapan  serupa  ini  dan  langkah  untuk mengembalikan fungsi
pengawasan perbankan kepada bank sentral ini didukung oleh beberapa hasil survey dan penelitian. Misalnya
basil survey yang dilakukan IMF menemukan bahwa 60 responden dari 140 lembaga pengaruran dan
pengawasan sektor keuangan di 103 negara menyatakan bahwa bank sentral masih lebih baik dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Demikian pula hasil penelitian Nier tahun 2009,
menyimpulkan bahwa kondisi negara yang memberikan kewenangan pengawasan bank kepada bank
sentralnya adalah cukup baik dalam merespons krisis keuangan global 2008. Selain itu, biaya ekonomi yang
ditanggung Negara dimana bank sentralnya  memiliki  kewenangan  mengawasi  perbankan  ternyata  lebih
sedikit dibanding Negara yang pengawasan perbankannya diserahkan ke lembaga pengawasan khusus.
Ketiga, dengan  fakta-fakta  informatif  seperti  itu,  maka  yang  seharusnya dilakukan di Indonesia
saat ini adalah menyikapi apakah akan memaksakan pendirian lembaga pengawas sektor keuangan OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) sesuai amanat UU BI yang sudah harus ada pada akhir Desember tahun 2010 ini,
atau perlu terlebih dahulu memahami kondisi-kondisi infrastruktur perekonomian, keuangan dan SDM yang
masih serba terbatas, baru kemudian melakukan penyesuaian kebijakan, hingga akhimya sudah cukup alasan
untuk menetapkan kebijakan yang tepat mengenai perlu atau tidaknya, dan kapan waktunya lembaga
pengawas sektor keuangan tersebut secara lengkap dapat ada dan beroperasi. Sehingga nantinya dapat
ditentukan mekanisme terbaik agar nantinya lembaga tersebut benar-benar dapat berfungsi sesuai harapan
pemerintah, otoritas moneter dan perbankan BI, serta Dewan Perwakilan Rakyat.
Akhirnya, yang jelas penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan hanya jika para pihak menyadari
bahwa logisnya, aturan atau ketetapan hukum tentang OJK yang sudah ada sebenarnya hanya alat untuk
mencapai tujuan, jadi bukan sebagai tujuan. Sehingga jika kondisi yang dihadapi telah berubah, maka
selayaknya aturan atau ketetapan hukum tentang OJK yang sudah ada dapat disesuaikan dengan fakta dan
tujuan baru yang ingin dicapai. Artinya, pemaksaan untuk menuruti secara bulat amanat UU BI tentang OJK
dalam kondisi yang masih serba terbatas dalam banyak hal seperti saat ini seharusnya dapat dihindari,
dengan cara menemukan aturan atau ketetapan kompromistis baru yang sesuai dengan fakta dan rasionalitas
para pihak agar hasilnya nanti dapat lebih tepat tepat guna dan terutama tidak menimbulkan masalah yang
lebih pelik bagi sistem keuangan dan perbankan nasional.
